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\WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 2L TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN

—

KOTA SALATIGA
WALIKO FA SALATIGA,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang periu
mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga;

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Walikota;

-Undang-undang  Nomor 17 Tahun 1950 tentang
- Pembhentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3839) ,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambaha

Lembaran Negara RI Nomor 3890) ; &



5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat || Semarang.
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992
‘Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20C0 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Nenara Rl Nomer 3952) ;
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Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

8 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota
Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan -~ KEPUTUSAN WALIKCTA TENTANG TUGAS POKOK

DAN FUNGSI DINAS TRANGSPORTASI DAN
PERPARKIRAN KOTA SALATIGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Dasal 1

Ualam Keputusan ini yang dimaksud dengan«

a.

i

C.

ol

D

Naerah adalah Daerah Kota Salatiga;

\Walikata adalah Walikota Salatiga;

Pemerintan Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan “ksekutif Daerah;

Sekretariat Daeran adalah Sekretariat Daerah Kcta Salatiga,

Ninas Daerah adaiah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;

' Dinas Transportasi dan Perparkiran adalah Dinas Transportasi dan

Perparkiran Kota Salatig?;

Jabatan unasional adalah keduaukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang daiam peiaksanaan tugasnya didasarkan pada keahiiar;é

gan atau ketrampilan terlentu serta bersifat rmandir.,



BAB i
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Transportasi dan Perparkiran terdiri dari

a. Kepala Dinas ,
h. PRagian Tata Usaha ,
c.  Sub Dinas meliputii :

1 Sup Dinas Lalu Lintas Umum

2 Qyb Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
A |nit Palaksana Teknris Daerar |
e Kalompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha, Syb Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
sebagaimana dimaksud — ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibewah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas ;

(3) Kelompek Jabatan Fungsional dipimpin oleh secrang tenaga fungsional
seninr sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
Uinas,

(4) Bagan Organisasi Dinas Transportasi dan Perparkiran sebagaimana
tercantum dalam iampiran Keputusan ini, merupakan bagiar yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

BADB i
TUAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasai 3

Wapala Dinas mempunysl tugas pokok membantu VWailkota  aaiam
penyeienggaraan Pemerintahan Daerah di  bidang transportasi  dan
perparkiran.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
Keputusan ini, Kepala Diras mempunyai fungsi
- Perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan, sarana jfu

prasarana |
’



b Pemberian pembinaan dan rekornendasi teknis prosedur  perijinan  di
bidang angkutan ;

o Penyusunan program kerja dinas ;

4 Penanagung jawab penyeienggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan
angkutan , ;

o Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas |

i Penvelenggaraan tata usahe dinas.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
sdrministratt meliputi urusan  umum, kearsipan, periengkapan, kehumasan,
wolatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan penyusunan
nrogram serta mengkoordinastkan d: ingkungan Dinas.

Pasal 6

Untuk menyeienggarakan tugas pokck sebagairmana dimaksud pada Pasal 5
Waputsan ini, Bagian Tata {Jsaha mempunyai fungsi :

4 Penyusunan rencana program dan evaluasi laporan |

L. Pengelolaan kepegawaian dan keuangan .

~  Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan.

Pasal 7

gian Tata Usaha terdiri dari .

Qub Ragian Perencanaan Program |

b. Sub Bagian Keuangan dan Kecegawalan
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;

l“r— n
iDa
~

{(2) Masing-masing Sub Bagian sevagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
dipimpin  seorang vien Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan Prograrm mempunyai tgas ookok menyiapkan
concana program  kerja dan melaksanakan pengendalian, penilaian serta

monttoring atas pelaksanarnya
.
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Pasal 9

Sup Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengelola
administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasai 10

Qun Ragian Umum dar Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan
Jrusan surat menyurat, ruman tangga, dan periengkapan.

Bagi=n Ketiga
Sub» Dinas

Pzsal 11

Qi Minas ialy lintas Umum mempunyai tugas pokok menyusun rencana
lekiis pembinaan dan meiaksanakan pemboinaan dan rekayasa lalu lintas
jalan kota, jalan propinsi, dan jalan negara di wilayah kota dan meiaksanakan
kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan, melakukan pengawasan dan
vengendalian operasional 1alu lintas dan anakutan analisis daerah rawan
aoolakaan lalu lintas dan menyusun program penanggulangan kecelakaan
inli; lintas, serta memelinara sarana dan prasarana lalu lintas.

Pasal 12

Uinuk inenyelenggarakan wigas POKOK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11

Weputusan ini, Sub Dinas { 3l Lintas Umum mempunyai fungsi |

4 Pelaksanaan perencanzan, pengafuran, pengawasan dan pengendalian
‘@l lintas di jalan kota, jaian propinsi serta jalan negara di wilayah kota ;

n Ooiaksanaan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan
pemelinaraan aiat periengkapan jalan di jaian kota, jalan propinsi serta
Jalan negara di wilayah kota ;

o Pelaksanaan kegiatan penertiban glu  lintas dan angkutan sesual

ketentyan perundang-undangan yang periaky |

 Pelaksanaan pemberian bimbingan keselamatan lalu intas dan angkutan |

"alaksanaan pengawasan dan pengendaiian operasiona! lali lintas dan

angkutan |

i Pelaksanaan anaiisis daeiah rawan keceiakaan lalu intas |

7 Manyusunan program paranggutangan kecelakaan falu tintas |

 Dameliharaan sarana dan prasarana |

. Peiaksanaan kegiatan penqujian kendaraan bermator A/'
g

% 8



Pasal 13

(1) Sub Linas Laiu Lintas Umum terdin dari :
a. Seksi Managemen Laiu Lintas
0. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
C. Seksl Ujl Keiayakan Kendaraan

(?) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertangggung
jawak Kepada Kepala Sub Dinas Laiu Lintas Umum.

Pasal 14

Seksi Managemen Lalu Linas mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana
prograrm, menghimoun dan nenvajikan data, menyelenggarakan pengaturan,
vengawasean, dan pengendalian lalu lintas di jalan kota, jalan propinsi serta
‘alan negara di wilayah kota,

Pasal 15

Suikul Rekayasa Laiu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana
program,  meonghimpun  dan menyajikan  data, menyiapkan perencanaan
<enutunan  oengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu  aiu
inlas, maika jaian dan pernberian isyarat ialu lintas di jalan kota, jalan
cinsi serta jaian negara di wilayah keta.

3
t

5
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(7))

Pasal 18
Geksi U Keiayakan Kendaraan  mempunyai fugas pokok menyiapkan
"oncana program dan melaksanakan pembinaan keselamatan lalu lintas,
mengufl kelatkan kendaraan bermofor/angkutan, mengendalikan, mengawasi
perbendgkelan, dan operasional laiu wntas, meregister serta menginventarisir
kendaraan bermotor.

™

Fasal 17

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jaian mempunyar tugas pokok
eaksanakan  rencana program  pembinaan managemen, pemberian
himbingan periiinan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus,
merencanakan, mengelola, memeihara, mengembangkan, mengendalikan

ketertiban erminal, perparkiran. @/
/



Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17

Keputusan ini, Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemberian bimbingan pengangkutan orang, pengangkutan
barang dan pengangkutan khusus ;

b. Pelaksanaan pemberian ijin pengangkutan orang, pengangkutan barang
dan pengangkutan khusus ;

c. Pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang, pengangkutan
barang dan pengangkutan khusus ;

d. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan,
pengendalian dan ketertiban terminal, perparkiran serta jaringan’
telekomunikasi ;

e. Pemberian ijin kendaraan usaha/sewa dan taksi ;

f. Penetapan tarif angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 19

(1) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari :
d. Seksi Angkutan Barang
e. Seksi Angkutan Orang
f. Seksi Angkutan Khusus

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertangggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan.

Pasal 20

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana
program dan melaksanakan bimbingan, ijin dan pengawasan pengangkutan
“barang di wilayah kota.

Pasal 21

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program
dan melaksanakan bimbingan, pemberian ijin dan pengawasan
pengangkutan orang. serta penetapan tarif angkutan kota di wilayah kOtiM



Pasal 22

Qaval Angiitan  Knugsus  mempunyai  tugas pokok menyiapkan rencane
program dan melaksanaka: timbingan ijin dan pengawasan barang yang
bersifat khusus di wilayah kcta.

(1)

(2)

4

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

Uinit Pelaksana Teknis Dinas terdin dari :

a.  lerminal
b. Perparkiran.

M';wqing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud

cada ayal (1) Pasal ini, digimpin cleh seorang Kepala, yang berada di
mawah Azn hertanggung iawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kelima |
Kaiompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
yang '“rxu.umam pelaksanaan iugas Dinas Transportasi dan Perparkiran
dengan keahlian bidany ...asmt, masing;

Kelompok jabatan funigsicnai dapat dibagi dalam sul-sub kelompok yang
masing-masing dipimpin oleh secrang Tenaga Fungsional yang paling
Senor;

Jumlah jabatan Fungeional diter ~tukan berdasarkan sifat, jenis dan beban

Kara,

Pambinzan terhadap Tenaga Fungsional dilakuxan sesuai ketentua
peraturan Perundang-undargan yang herlaku

/



BAB iV
TATA KERJA

Pasa! 29
{oudla Dinas dalam melaksanakan fugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Walikota. '1

Dalamn melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Sup Lhnas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksl, Kepala Unit Pelaksana
Lexiis Linas, dan Kelompox Jabatar: Fungsionai wajib menerapkan prinsip
woordinasi,  sinkronisasi, integrasi  dan simplifikasi  secara vertikal dan
harsontal baik dalam fingkungan masing-masing maupun dengan instansi fain
sesual dengan twgas pokoknyA.

i I B
T aDal L1

1) Sefiap pimpinan satuan organisast dalam lingkungan  Dinas wajib
mengkoordinir bawahannva masing-masing  dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan gas hawahannya,

3y Seuap pimpinan satuan keria organisasi waijib mengikuti dan mentaati
;;:etunjuk~-{:~:'~3'tunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan herkala tepat pada waktunya,;

3y Daiaim menyampaikan laporan masing—masing kepada atasan, tembusan
taporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan
Dinas yang secar fungsdonai..zm§n1punyai hubungan kerja;

) Setigp laporan yang diterima. oleh pimpinan satuan organisasi dan
nawanan, wajp diolah dan,, dipergunakan sebagai bahan penyusunar
laporan lebih  fanut untuk,‘,m\,lmemberikan petunjuk—petunjuk kepad

hawahannya



L

Pasai 28

Kapala Bagan |afa Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menvampaikan laporan
kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun
laporan berkala Dinas | ransportasi dan Perparkiran.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

1y Uraian tugas masing-masing jabatan pacda Dinas Transportasi  dan
Perparkiran  disusun herdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan

s Wonmiibrean AN g ST by
dendan nepuwisail Vialikota,

7) Formast dan persyaratan jabatan pada Dinas Transportasi dan
Perparkiran ditetaokan dengan Kepuiusan Waiikota sesual dengan
-araturan Perundang-undangan yang barlaku.

| P T,
ketentuan g

. BAB Vi
PENUTUP

Pasal 30

maka ketentuan-ketentuan yang tidak

Nengan berlakunya Kepuiusan inl,
tidak berlaku lagi.

sesual dengan Keputusan int Jinyatakan

Pasal 31
Hal-nal lain yang belum diatur dalam Keputusan i sepanjang men enal
dintur kemudien oleh Walikofa.

ralaksanaannys akan Gid

/



Pasal 32

rlaku pada tanggal ditetapkan.
dangan

Keputusan ini mulai be
Daerah

intahkan pengun

memer!
tannya dalam Lembaran

Dltetapkan d| Sa\atlg
pad Z/%K%Z
A SALATIGA

4WA /
‘ |

8 TOTOK MINTARTO

at mengetahumya

Agar setiap orang dap
dengan penempa

Keputusan Walikota ini
Kota Salatiga

Dlundangkan d| Sala tg/ab
ker 2001

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALAT|GALQ>
. ;

¢S ~J /Wv
SOEDARMADJ! 6

DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN K00/ NOMOR 9/ 3

LEMBARAN
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